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ABSTRAK

Kegiatan pertambangan batubara memiliki peran strategis dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun juga
menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, pencemaran, serta
risiko keselamatan akibat lubang bekas tambang. Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2025 hadir sebagai upaya penyempurnaan regulasi sebelumnya, tetapi
masih menyisakan persoalan, khususnya terkait pengaturan reklamasi dan
pascatambang yang belum optimal.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan
pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang
digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data
diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan,
kemudian dianalisis secara kualitatif. Kerangka teori yang digunakan adalah
prinsip Sadd al-Żarī‘ah sebagai upaya pencegahan kerusakan dan Fath al-Żarī‘ah
sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2025 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip preventif dan
kemaslahatan. Ketiadaan standar teknis yang rinci serta fleksibilitas dalam
kewajiban reklamasi dan pascatambang menyebabkan perlindungan lingkungan
belum optimal. Dalam perspektif Sadd al-Żarī‘ah, regulasi masih membuka celah
terjadinya kerusakan, sedangkan dalam perspektif Fath al-Żarī‘ah belum mampu
mendorong pemanfaatan berkelanjutan secara maksimal. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas, komprehensif, dan berorientasi
pada perlindungan lingkungan serta keselamatan masyarakat.

Kata Kunci : UU No. 2 Tahun 2025, Reklamasi dan Pascatambang, Sadd Al-
Żarī‘Ah dan Fath Al- Żarī‘Ah.
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ABSTRACT
Coal mining activities have a strategic role in promoting economic growth

and public welfare; however, they also cause negative impacts such as
environmental damage, pollution, and safety risks due to abandoned mine pits.
Law Number 2 of 2025 was enacted as an effort to improve previous regulations,
but it still leaves unresolved issues, particularly regarding the regulation of
reclamation and post-mining activities which are not yet optimal.

This research is a library research using a normative juridical approach
with a descriptive-analytical nature. The approaches used include statutory and
conceptual approaches. Data were obtained from primary and secondary legal
materials through literature study, then analyzed qualitatively. The theoretical
framework used is the principle of Sadd al-Żarī‘ah as an effort to prevent harm
and Fath al-Żarī‘ah as an effort to realize public benefit within the perspective of
Islamic law.

The results show that the regulation in Law Number 2 of 2025 has not
fully reflected preventive principles and public benefit. The absence of detailed
technical standards and the flexibility in reclamation and post-mining obligations
result in suboptimal environmental protection. From the perspective of Sadd al-
Żarī‘ah, the regulation still leaves room for potential harm, while from the
perspective of Fath al-Żarī‘ah it has not been able to optimally promote
sustainable utilization. Therefore, strengthening regulations that are more
assertive, comprehensive, and oriented toward environmental protection and
public safety is required.

Keywords : Law Number 2 of 2025, Post-Mining and Reclamation Sadd Al-
Żarī‘Ah and Fath Al- Żarī‘Ah
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MOTTO

للناس أنفعهم الناس خير
“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR.

Thabrani dan Daruquthni)
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علة ditulis ‘illah

C. Ta’Marbûţah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

المائدة ditulis al-Mā’idah

سسلمية ditulis Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.
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المذاهب مقارنة ditulis Muqāranah al-Maẓāhib

D. Vokal Pendek

1. ----َ́¯ ---- fatḥah ditulis a

2. ----َ́_ ---- Kasrah ditulis i

3. ----َ́˚ ---- ḍammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif

سستحسان

ditulis

ditulis

ā

Istiḥsān

2. Fatḥah + ya’mati

أنثى

ditulis

ditulis

ā

Unśā
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العلواني
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ditulis

ī

al-‘Ālwānī
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û

‘Ulûm

F. Vokal Rangkap
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غيرهم
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ditulis

ai
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2. Fatḥah + wawu mati

قول

ditulis

ditulis

au

Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم ditulis a’antum

أعدت ditulis u’iddat
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شكرتم لن ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن ditulis Al-Qur’ān

القياس ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l

(el)nya.

الرسالة ditulis ar-Risālah

النساء ditulis an-Nisā’

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل ditulis Ahl ar-Ra’yi

السنة أهل ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pertambangan batubara pada dasarnya bertujuan untuk mengolah

hasil bumi menjadi bahan baku bernilai ekonomi tinggi, yang dapat dimanfaatkan

untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus mendukung kelangsungan

pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.1 Kegiatan ini seharusnya

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan taraf hidup Masyarakat.2

Sejalan dengan tujuan tersebut, kegiatan pertambangan batubara memberikan

dampak positif terhadap masyarakat seperti semakin ramainya jumlah penduduk

yang berwirausaha di sekitar lingkungan pertambangan. Kedua, meningkatnya

kegiatan sosial dalam lingkup masyarakat karena adanya pembangunan

infastruktur oleh sektor perusahaan. Ketiga, menunjang pendapatan daerah di

sebabkan oleh sektor tambang yang merupakan komoditas yang mendominasi

dalam bidang ekonomi dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

karena semakin luasnya penyerapan ketenagakerjaan yang tersedia oleh

perusahaan tambang batubara.

1Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 188.

2 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada
University, 1999), hlm. 50.
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Dibalik dampak positif dalam kegiatan pertambangan batubara, aktivitas

ini juga menimbulkan dampak negatif yang menimbulkan berbagai permasalahan

ekologis, seperti perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah,

berkurangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas air dan udara

yang berujung pada pencemaran lingkungan.3 Kondisi tersebut juga berdampak

langsung pada kesehatan masyarakat sekitar tambang, antara lain meningkatnya

risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut akibat paparan debu dan polusi

dari aktivitas penambangan.4

Dampak negatif pertambangan batubara juga terlihat secara nyata di

sejumlah daerah, yang mengalami deforestasi, kerusakan ekosistem, serta

pencemaran air dan udara akibat pengelolaan tambang yang tidak optimal.5

Aktivitas pertambangan yang semakin tidak terkendali turut memicu gangguan

bagi kehidupan sosial masyarakat, seperti kerusakan rumah dan fasilitas umum

akibat penggunaan bahan peledak dalam pembukaan lahan tambang.6

Proses penambangan yang diawali dengan pengupasan lapisan tanah atas dan

tanah penutup menyebabkan perubahan struktur permukaan tanah dan

3 Reno Fitriyanti, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi,”
Jurnal Redoks, Vol. 1:2 (2016), hlm. 34-40.

4 Nanda Rahma, “Dampak Pertambangan Batubara Pada Kesehatan Lingkungan:
Tinjauan Sistematis,” Jurnal Health Safety Environment, Vol. 2:2 (2021), hlm. 77

5 Muhammad Anhar wiradinata dkk, “Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap
Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Di Kabupaten Tanjung Enim,Sumatra Selatan,” Jurnal
IJEN : Indonesian Journal of Economy and Education Economy, Vol. 3:3 (2025), hlm. 6-13.

6Ali Wardhana Shofia Ulfa, “Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan
Ekonomi Masyarakat Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur,”
Jurnal JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, Vol. 7:2 (2024), hlm. 116-123.
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meninggalkan lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya dipulihkan melalui

kegiatan reklamasi dan penanaman kembali vegetasi. Apabila pemulihan

lingkungan tidak dilakukan secara memadai, perubahan fisik tersebut dapat

menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga meningkatkan

risiko terjadinya bencana seperti banjir, longsor, dan kerusakan lahan. Selain

berdampak ekologis, dalam penelitian lain dituliskan bahwa aktivitas

pertambangan batubara juga memengaruhi struktur ekonomi dan mata

pencaharian masyarakat sekitar, terutama akibat penurunan kualitas air yang

tercemar limbah tambang serta berkurangnya tutupan hutan.7

Kasus ini dapat diapahami bahwa kegiatan pertambangan memiliki

keterkaitan erat dengan persoalan lingkungan hidup. Maka daripada itu,

pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang

melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang- undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.8

Perubahan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk

menyempurnakan pengaturan sebelumnya, khususnya yang telah diubah melalui

Undang- undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-

7 Yustia Wiranti dkk, “Pengaruh Aktivitas Pertambangan Terhadap Kondisi Lingkungan
Sosial Di Kalimantan Timur, ”Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi, Vol. 8:1 (2025), hlm.
131-138.

8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
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undang ini memperkenalkan beberapa kebijakan baru, antara lain mengenai

mekanisme pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), perluasan

partisipasi badan usaha tertentu dalam pengelolaan sumber daya mineral dan

batubara, serta penguatan peran pemerintah dalam pengelolaan penerimaan negara

dari sektor pertambangan.

Namun demikian, perubahan regulasi melalui UU No. 2 Tahun 2025 tidak

serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan perlindungan

lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan. Permasalahan yang berkaitan

dengan kewajiban reklamasi dan pascatambang masih menjadi perhatian penting,

terutama karena ketentuan normatif yang mengatur pengelolaan dan pemantauan

lingkungan pertambangan masih merujuk pada konstruksi norma yang telah diatur

sebelumnya. Dengan demikian, potensi kelemahan dalam pengaturan kewajiban

reklamasi dan pascatambang sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 96 yang

menggunakan frasa “reklamasi dan/atau pascatambang” masih membuka ruang

interpretasi yang beragam dalam pelaksanaannya.

Pasal 96 UU Minerba dinilai melemahkan tanggung jawab perusahaan

dalam perbaikan lahan bekas tambang karena memisahkan kewajiban reklamasi

dan kegiatan pascatambang sebagai dua aktivitas yang tidak harus dilaksanakan

secara bersamaan. Ketentuan dalam Pasal 96 huruf b yang menyebutkan

“pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan

reklamasi dan/atau pascatambang” membuka ruang bagi perusahaan untuk hanya

melaksanakan salah satu kewajiban tersebut. Alih-alih mempertegas kewajiban

dan sanksi atas kelalaian perbaikan lingkungan, perubahan pengaturan ini justru
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berpotensi memanjakan pengusaha dan melemahkan perlindungan lingkungan

pascatambang.9

Perusahaan tidak lagi diwajibkan melaksanakan seluruh rangkaian

kegiatan perbaikan secara kumulatif, melainkan diberi opsi untuk memilih antara

melaksanakan kegiatan reklamasi atau kegiatan pascatambang. Ketentuan ini

berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 yang secara tegas mewajibkan perusahaan tambang untuk menjalankan

kedua kegiatan tersebut sekaligus, disertai kewajiban penyetoran dana jaminan

reklamasi dan pascatambang. Pemberian pilihan ini berpotensi menimbulkan

kekhawatiran, khususnya terkait efektivitas pemulihan lingkungan, karena tidak

adanya jaminan bahwa seluruh tahapan rehabilitasi lahan akan dilaksanakan

secara menyeluruh. Hal tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada

meningkatnya risiko kerusakan lingkungan pascatambang.10

Permasalahan penggunaan frasa “dan/atau” dalam ketentuan hukum

sebenarnya pernah menjadi perhatian dalam praktik pengujian undang-undang di

Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 25/PUU-VII/2010 yang menguji beberapa ketentuan dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam

putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penggunaan frasa

9 Basthotan Milka Gumilang dan Sherly Oktariani, “Analisis Undang-Undang No.3
Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip
Sustainable Development Goals,” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3:2 (2022), hlm. 871-89.

10 Diaz Rahadia Rizkirobbi dkk, “Kewajiban Perusahan Pertambangan Dalam Reklamasi
Lahan Tambang Menurut Undang-undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara,” Jurnal Penegakan Hukum Islam, Vol. 3:3 (2022), hlm. 386-400.
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“dan/atau” pada Pasal 22 huruf e dan huruf f bertentangan dengan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan ini menunjukkan bahwa penggunaan frasa “dan/atau” dalam norma

hukum dapat membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya. 11

Oleh karena itu, penggunaan frasa yang sama dalam Pasal 96 mengenai

“reklamasi dan/atau pascatambang” juga berpotensi menimbulkan masalah serupa,

karena dapat memberi peluang bagi perusahaan untuk hanya melaksanakan salah

satu kewajiban tersebut dan tidak secara menyeluruh melakukan pemulihan

lingkungan bekas tambang.

Selain itu, hingga saat ini pengaturan mengenai standar teknis penutupan

lubang bekas tambang dan mekanisme pemulihan lingkungan yang komprehensif

masih belum dirumuskan secara rinci pada tingkat undang-undang. Kondisi

tersebut berpotensi menyebabkan implementasi kewajiban reklamasi dan

pascatambang tetap bergantung pada peraturan pelaksanaan yang

bersifatadministratif.

Akibatnya, dalam praktik di lapangan masih ditemukan perusahaan yang

tidak melaksanakan pemulihan lingkungan secara optimal setelah kegiatan

penambangan selesai12. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan

regulasi melalui UU No. 2 Tahun 2025, persoalan mendasar mengenai efektivitas

11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2010

12 Bachryan Pomadwie Ajiekharisma dan Nanik Sutarni, “Tanggung Jawab Hukum
Perusahaan Tambang Terhadap Terhadap Kerusakan Lingkungan: Studi Kasus di Indonesia,”
Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, Vol. 3:1 (2026), hlm. 375-378.
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perlindungan lingkungan dalam kegiatan pertambangan batubara masih

memerlukan perhatian serius dari pembentuk kebijakan.

Kondisi ini mendorong praktik pengelolaan lingkungan yang bersifat

minimalis dan berorientasi pada kepatuhan administratif semata. Dampaknya,

masyarakat di sekitar wilayah pertambangan harus menanggung risiko kerusakan

lingkungan dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi mereka dalam jangka

panjang, sementara mekanisme perlindungan dan pemulihan yang tersedia belum

mampu memberikan jaminan yang efektif.

Dalam perspektif syariah, aktivitas pertambangan memiliki potensi

menimbulkan mafsadah (kerusakan) apabila tidak diatur dengan prinsip tanggung

jawab dan pengelolaan yang bijaksana.13 Oleh karena itu, setiap kegiatan tambang

harus memperhatikan prinsip la darar wa la dirār (tidak menimbulkan bahaya

bagi diri sendiri maupun orang lain) sebagai bentuk implementasi nilai keadilan

dan kemaslahatan dalam pengelolaan sumber daya alam. Fakta menunjukkan

masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi sebagaimana

mestinya, sehingga menyebabkan degradasi ekosistem dan menurunnya kualitas

lingkungan.

Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dapat dianalisis melalui

pendekatan Sadd Al- Żarī‘ah dan Fath Al- Żarī‘ah. Prinsip Sadd Al- Żarī‘ah

berarti menutup segala jalan yang dapat mengantarkan pada kemudaratan atau

kerusakan, sedangkan Fath Al- Żarī‘ah bermakna membuka jalan yang

13 Yuli Azaharah dan Fidia Ameliyah, “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan
Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah,” Jurnal Media Akademik, Vol. 3:5 (2025),
hlm. 56-67.
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mengantarkan pada kemaslahatan dan manfaat bagi umat14. Kedua prinsip ini

berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pencegahan kerusakan

(mafsadah) dan perwujudan kemaslahatan (Maşlaḥah).

Dalam konteks reklamasi pascatambang, Sadd Al- Żarī‘ah menjadi dasar

reklamasi harus maksimal untuk pencegahan terhadap dampak negatif dari

kegiatan tambang yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat,

sementara Fath Al- Żarī‘ah mendorong pemanfaatan lahan bekas tambang agar

dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat sekitar.

Penelitian mengenai pengaturan reklamasi dan pascatambang dalam

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 masih didominasi pendekatan hukum

positif yang bersifat normatif-teknis, tanpa integrasi dengan perspektif Sadd Al-

Żarī‘ah sebagai kerangka etika preventif dalam hukum Islam. Selain itu, belum

terdapat kajian yang secara sistematis mengevaluasi efektivitas regulasi

pertambangan dari perspektif maqasid al-shariah, khususnya dalam menilai

apakah norma hukum yang ada benar-benar berfungsi sebagai onstrumen

pencegahan kerusakan (mafsadah) dan penciptaan kemaslahatan (maslahah).

Dengan demikian, terdapat gaap teoritis normatif, dan metodologis dalam studi

hukum pertambangan yang berbasis integrasi hukum positif dan hukum islam.

Dengan demikian, pengaturan reklamasi pascatambang batubara dalam

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 memiliki urgensi yang sangat kuat jika

dikaitkan dengan realitas kerusakan dan bencana alam. Analisis menggunakan

pendekatan Sadd Al- Żarī‘ah dan Fath Al- Żarī‘ah menjadi penting untuk menilai

14 Muhammad Abu Zahrah, Uṣūl Al-Fiqh (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997).
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sejauh mana hukum positif telah berfungsi sebagai instrumen pencegahan

kerusakan (preventif) dan sarana penciptaan kemaslahatan (protektif) bagi

masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, kajian ini relevan untuk dilakukan

guna memperkuat dasar normatif dan filosofis pengaturan reklamasi

pascatambang batubara.

B. Rumusan Masalah
1. Apa problem aturan reklamasi dan pascatambang dalam Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 4

Tahun 2009 ?

2. Bagaimana penerapan prinsip Sadd al- żarī‘ah dan Fath Al- Żarī‘ah

terhadap aturan reklamasi dan pascatambang batubara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui problem aturan reklamasi dan pascatambang dalam

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan atas

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

b. Untuk mengetahui penerapan prinsip Sadd al- żarī‘ah dan Fath Al-

Żarī‘ah terhadap aturan reklamasi pascatambang batubara.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian
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hukum pertambangan dan hukum Islam. Melalui analisis pengaturan

reklamasi pascatambang batubara dalam Undang-undang Nomor 2

Tahun 2025 dengan pendekatan prinsip Sadd Al- Żarī‘ah dan Fath Al-

Żarī‘ah, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan

mengenai integrasi hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah

dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini juga

dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang

mengkaji perlindungan lingkungan hidup, reklamasi pascatambang,

serta pencegahan bencana ekologis dalam perspektif hukum Islam.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi pemerintah, pelaku usaha pertambangan, masyarakat, serta

akademisi dan praktisi hukum. Bagi pemerintah dan pembentuk

kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam mengevaluasi dan memperkuat regulasi pertambangan batubara

agar lebih efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan dan

meminimalkan risiko bencana alam. Bagi pelaku usaha pertambangan,

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan

pentingnya pelaksanaan reklamasi pascatambang sebagai bentuk

tanggung jawab hukum dan moral. Sementara itu, bagi masyarakat,

penelitian ini dapat menumbuhkan pemahaman mengenai urgensi

pengelolaan lingkungan pascatambang serta mendorong partisipasi

dalam pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Bagi akademisi

dan praktisi hukum syariah, penelitian ini dapat menjadi rujukan
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dalam penerapan prinsip Sadd Al- Żarī‘ah dan Fath Al- Żarī‘ah

terhadap persoalan lingkungan kontemporer, sehingga nilai

kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan dapat terwujud secara

nyata.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai reklamasi pascatambang dan penerapan nilai-nilai Islam

dalam pengelolaan lingkungan telah banyak dilakukan oleh para peneliti

sebelumnya. Sebagian besar penelitian tersebut menyoroti pentingnya penerapan

prinsip tanggung jawab lingkungan oleh perusahaan tambang serta integrasi nilai-

nilai keislaman dalam pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan tambang di beberapa daerah di

Indonesia masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan

tanggung jawab ekologis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan

pemerintah.¹15

Temuan serupa menunjukkan bahwa kegiatan reklamasi tahap operasi pada

beberapa wilayah pertambangan belum sesuai dengan rencana awal yang

tercantum dalam dokumen reklamasi. Akibatnya, banyak lahan bekas tambang

yang masih terbengkalai dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat

sekitar.16 Disisi lain, penelitian lain juga menyoroti aspek sosial dan ekonomi dari

15 Nooraini Dyah Rahmawati dan Gian Rama Ramadhan, “Implementasi Reklamasi
Pascatambang Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018: Studi Kasus
Kalimantan Timur,” Jurnal Hukum 5, Vol. 1:1 (2025), hlm. 11.

16 Fadlan Nuryadi, “Reklamasi Tahap Operasi Pada Tambang Batugamping UP. Parno Di
Karangasem, Ponjong,” Jurnal Rekayasa Lingkungan, Vol. 21:2 (2023), hlm. 15.
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kegiatan reklamasi, di mana pelaksanaannya sering kali tidak memperhatikan

aspirasi masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara manfaat

ekonomi yang diterima oleh sebagian masyarakat dengan kerugian lingkungan

yang dialami masyarakat lainnya.17

Kajian dalam aspek normatif terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Minerba menunjukkan adanya

dinamika penting dalam pengaturan pertambangan mineral dan batubara di

Indonesia, khususnya terkait prinsip keberlanjutan (keberlangsungan lingkungan),

tata kelola perizinan, dan penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan masih

terdapat kelemahan dalam aspek pertanggungjawaban lingkungan pada

pertambangan ilegal, terutama karena sanksi pidana belum berorientasi pada

pemulihan lingkungan.18 Sementara itu, kajian lainnya menyoroti perubahan

kebijakan yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan keagamaan

memperoleh IUP, yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan keadilan dan

transparansi serta mencerminkan relasi klientelisme dalam tata kelola sumber

daya.19

17 Siti Rahmah, “Persepsi Masyarakat Dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Lahan
Bekas Tambang Timah Sebagai Kampoeng Reklamasi Air Jangkang Di Desa Riding Panjang,”
Jurnal Agribis, Vol. 14:3 (2023), hlm. 13-17.

18 Dwi Haryadi dkk, “Reformulation of Additional Criminal Sanctions in Law No.2 of
2025 on Mineral and Coal Mining Based on Green Mining Principles,” Jurnal Society, Vol. 13:3
(2025), hlm. 1113-1146.

19 Ainun Syahida Atsari dan Ike Wanusmawatie, “Analisis Kebijakan Tentang
Klientelisme Dalam Pemberian Izin Tambang Untuk ORMAS Keagamaan di Indonesia,” Arus
Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol. 5:2 (2025), hlm. 1320-1329.
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Di sisi lain, penelitian Gracia Imanuella Sengkey menunjukkan bahwa

pengaturan perizinan pertambangan telah semakin sistematis melalui integrasi

dengan regulasi sebelumnya, serta menegaskan kewajiban legal bagi pelaku usaha

untuk memiliki izin resmi, meskipun praktik penambangan tanpa izin (PETI)

masih menjadi tantangan dalam penegakan hukum20. Dengan demikian, literatur

yang ada memperlihatkan bahwa pembaruan hukum melalui UU No. 2 Tahun

2025 belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan lingkungan, keadilan

distribusi izin, dan efektivitas penegakan hukum secara komprehensif.

Dalam konteks hukum Islam, penelitian terdahulu menegaskan bahwa fiqh

al-bī‘ah dapat menjadi landasan normatif dan moral dalam mewujudkan sistem

ekonomi ramah lingkungan berbasis maqāṣid al-syarī‘ah.21 Pengelolaan

lingkungan yang berlandaskan nilai Islam dipandang bukan sekadar kewajiban

sosial, tetapi juga bentuk tanggung jawab spiritual dalam menjaga amanah Allah

terhadap bumi. Pandangan tersebut diperkuat oleh penelitian lain yang

menekankan perlunya integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kebijakan

publik berbasis lingkungan agar pengelolaan sumber daya alam lebih berkeadilan

dan berkelanjutan.22

20 Gracia Imanuella Sengkey, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Tanpa
Izin Pada Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Emas Tanpa Izin di Sulawesi Tengah,”
Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNRAT, Vol. 14:3 (2025), hlm. 1-15.

21 Ahmad Zainal Abidin, “Analysis of Maqāṣid Sharia and Fiqh al-bīʾah on Waste Banks
in Realizing Green Economy in Bantul.” Tesis magister UIN Sunan Kalijaga (2024), hlm. 76.

22 Nurhayati Yusuf, “Islamic Environmental Jurisprudence and Policy Integration in
Muslim Countries,” International Journal of Islamic Studies and Environment, Vol. 8:2 (2024),
hlm. 14.
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Beberapa penelitian lain juga menyoroti pentingnya penerapan pendekatan

maqāṣid al-syarī‘ah dalam kebijakan ekonomi hijau di Indonesia. Prinsip

kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah) dijadikan dasar dalam memastikan

keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian ekosistem.23 Disisi

lain, studi lain menegaskan bahwa prinsip Sadd Al- Żarī‘ah memiliki peran dalam

menutup segala jalan yang mengantarkan pada kerusakan lingkungan, sedangkan

Fath Al- Żarī‘ah mendorong terbukanya segala bentuk aktivitas yang membawa

manfaat ekologis dan sosial.24 Kedua prinsip ini dianggap relevan untuk dijadikan

paradigma dalam membangun etika lingkungan berbasis hukum Islam yang

aplikatif terhadap konteks kontemporer.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat

disimpulkan bahwa kajian mengenai reklamasi pascatambang batubara umumnya

masih terfokus pada aspek implementasi teknis, dampak lingkungan, serta kritik

terhadap kelemahan regulasi pertambangan, khususnya setelah berlakunya

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025. Sementara itu, kajian dalam perspektif

hukum Islam cenderung membahas prinsip-prinsip umum fiqh al-bī‘ah, maqāṣid

al-syarī‘ah, dan etika lingkungan secara konseptual tanpa mengaitkannya secara

langsung dengan pengaturan reklamasi pascatambang batubara dalam hukum

positif. Adapun penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan prinsip Sadd Al-

23 Fadli Hidayat, “Maqāṣid Al-Syarī‘ah Approach to Green Economy Policy in
Indonesia,” Tesis UIN Syarif Hidayatullah (2023), hlm. 83.

24 Lailatul Mufidah, “The Role of Sadd Al-Dharī‘ah and Maṣlaḥah Mursalah in
Environmental Ethics: A Contemporary Fiqh Perspective,” Tesis UIN Maulan (2022), hlm. 77.
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Żarī‘ah dan Fath Al- Żarī‘ah sebagai kerangka analisis terhadap norma-norma

reklamasi pascatambang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 masih

sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian

(research gap) antara kajian normatif undang-undang dan penerapan nilai-nilai

hukum Islam secara operasional dalam konteks reklamasi pascatambang. Oleh

karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna

menganalisis urgensi penerapan prinsip Sadd Al- Żarī‘ah dan Fath Al- Żarī‘ah

dalam pengaturan reklamasi pascatambang batubara, sehingga dapat memberikan

kontribusi teoretis dan normatif bagi penguatan perlindungan lingkungan hidup

yang berkeadilan dan berkelanjutan

E. Kerangka Teori

1. Teori Sadd Al- Żarī‘ah (Menutup Jalan yang Mengarah pada

Kerusakan)

Teori Sadd Al- Żarī‘ah merupakan prinsip hukum Islam yang menekankan

pentingnya pencegahan terhadap segala bentuk tindakan yang berpotensi

menimbulkan kerusakan (mafsadah), bahkan sebelum dampaknya terjadi.

Secara konseptual, sadd berarti menutup, sedangkan al-dharī‘ah bermakna

sarana yang dapat mengantarkan pada sesuatu. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah

dalam I‘lām al-Muwaqqi‘īn menegaskan bahwa prinsip ini adalah instrumen

hukum yang memastikan tercapainya kemaslahatan dengan cara menutup

jalan menuju kemudaratan.25 Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini

25 Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah, I‘lām Al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb Al-‘Ālamīn, Juz III (Beirut:
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 135.
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memiliki posisi kuat karena berhubungan langsung dengan maqāṣid al-

syarī‘ah, terutama dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan

kelestarian lingkungan (ḥifẓ al-bī’ah).26

Secara kritis, teori ini menolak cara berfikir yang hanya menilai

perbuatan dari manfaat langsungnya tanpa mempertimbangkan risiko jangka

panjang. Al-Qarāfī dalam al-Furūq menyatakan bahwa menutup jalan menuju

keburukan adalah bagian dari keadilan syariah yang wajib ditegakkan untuk

mencegah kerusakan sosial dan ekologis.27 Penerapan teori ini pada reklamasi

pascatambang batubara dapat digunakan untuk menilai sejauh mana peraturan

tambang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 dapat mencegah

potensi kerusakan lingkungan yang membahayakan masyarakat.

Dengan demikian, teori Sadd Al- Żarī‘ah menjadi dasar etis dan

normatif dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan

dan berkelanjutan. Kegagalan dalam melakukan reklamasi pascatambang

bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk kelalaian terhadap

prinsip syariah yang menekankan pencegahan mafsadah.28 Prinsip ini

menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah

manusia terhadap Allah dan sesama, sehingga tindakan preventif terhadap

26 Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach
(London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 62.

27Al-Qarāfī, Al-Furūq, Juz II (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998), hlm. 32.

28 Zahrah, Uṣūl Al-Fiqh, hlm. 221.
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kerusakan alam adalah bentuk nyata dari tanggung jawab moral dan spiritual

dalam hukum Islam.29

2. Teori Fath Al- Żarī‘ah (Membuka Jalan Menuju Kemaslahatan)

Teori Fath Al- Żarī‘ah merupakan kebalikan dari Sadd Al- Żarī‘ah, yakni

membuka sarana atau jalan yang dapat mengantarkan pada kemaslahatan

(maṣlaḥah). Prinsip ini tidak hanya menekankan aspek pencegahan, tetapi

juga mendorong upaya aktif dalam menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan

ekologis. Al-Syāṭibī dalam al-Muwāfaqāt menjelaskan bahwa membuka jalan

menuju kemaslahatan adalah bagian dari realisasi maqāṣid al-syarī‘ah, karena

hukum Islam tidak hanya hadir untuk mencegah keburukan, tetapi juga untuk

menumbuhkan kebaikan yang lebih luas.30 Prinsip ini menempatkan manusia

sebagai khalīfah fī al-arḍ yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi

(‘imārat al-arḍ) melalui kegiatan yang produktif dan berkelanjutan.31

Dalam konteks ekonomi dan lingkungan, Fath Al- Żarī‘ah dapat

dimaknai sebagai dasar pengembangan kebijakan yang pro kemaslahatan.

Jika Sadd Al- Żarī‘ah bersifat protektif, maka Fath Al- Żarī‘ah bersifat

progresif. Al-Ghazālī dalam al-Mustaṣfā menegaskan bahwa kemaslahatan

29 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,
dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 532–538.

30 Al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘ah, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 65.

31 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition
(Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 53.
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sejati tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi dari kemampuan

suatu tindakan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.32

Dengan demikian, kegiatan reklamasi pascatambang batubara dapat dipahami

sebagai implementasi dari prinsip Fath Al- Żarī‘ah, karena bertujuan untuk

mengembalikan fungsi ekologis lahan serta membuka peluang ekonomi baru

bagi masyarakat sekitar, misalnya melalui pertanian, perikanan, atau

pariwisata ekologis.33

Secara kritis, penerapan Fath Al- Żarī‘ah menjadi penting untuk

memastikan bahwa pemulihan lingkungan pascatambang tidak berhenti pada

kepatuhan administratif, tetapi berkembang menjadi sarana mewujudkan

keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan.34 Prinsip ini juga

memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem normatif yang adaptif

terhadap isu-isu kontemporer, termasuk pengelolaan sumber daya alam.

Sejalan dengan pandangan Jasser Auda, maqāṣid al-syarī‘ah harus dipahami

32 Al-Ghazālī, Al-Mustaṣfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1993), hlm. 174.

33 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan
Umat (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 212.

34 Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Al-Bī’ah Fī Ḍau’ Al-Qur’an Wa Al-Sunnah (Kairo: Dār al-
Syurūq, 2001), hlm. 59.
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secara sistemik dan kontekstual agar mampu menjawab tantangan modern

seperti eksploitasi lingkungan dan ketimpangan ekonomi.35

Penerapan teori Fath Al- Żarī‘ah pada reklamasi pascatambang

batubara dapat dimanfaatkan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana

peraturan terkait kegiatan pertambangan, khususnya yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, mampu memberikan manfaat yang signifikan baik bagi pelestarian

lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta

sejauh mana regulasi tersebut mampu mendorong praktik pertambangan yang

berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

3. Maşlaḥah

Maşlaḥah berasal dari kata salaha (şalaḥa) dengan penambahan huruf alif

di awalnya, yang secara etimologis berarti baik sebagai lawan dari kata buruk

atau rusak. Dalam bahasa Arab, Maşlaḥah bermakna perbuatan-perbuatan

yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam pengertian umum, baik

berupa upaya menarik atau menghasilkan manfaat, keuntungan, dan

kesenangan, maupun usaha menolak dan menghindarkan kemadharatan.

Secara terminologis, Maşlaḥah diartikan sebagai kemanfaatan yang

dikehendaki oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya. Pada prinsipnya, Maşlaḥah

adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka

memelihara tujuan-tujuan syara’. Oleh karena itu, suatu kemaslahatan harus

35Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy…, hlm. 85.
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sejalan dengan tujuan syara’, meskipun terkadang bertentangan dengan

keinginan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selalu didasarkan

pada hawa nafsu. Tujuan syara’ tersebut mencakup pemeliharaan agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta. Setiap perbuatan yang bertujuan menjaga lima

aspek ini disebut sebagai Maşlaḥah, demikian pula upaya menolak segala

bentuk kemadharatan yang mengancamnya.36

Dilihat dari keberadaannya menurut syara’, Maşlaḥah terbagi menjadi

beberapa macam. Pertama, al-Maşlaḥah al-Mu‘tabarah, yaitu kemaslahatan

yang didukung oleh syara’ melalui dalil khusus yang menjadi dasar bentuk

dan jenis kemaslahatan tersebut. Kedua, al-Maşlaḥah al-Mulghah, yaitu

kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, yakni kemaslahatan yang secara

lahiriah tampak membawa manfaat namun bertentangan dengan ketentuan

nash, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Ketiga, al-Maşlaḥah al-

Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara’ secara

khusus, tetapi juga tidak terdapat dalil yang menolaknya. Konsep Maşlaḥah

ini menekankan prinsip mendahulukan upaya menghindari kemadharatan

daripada mengejar kemanfaatan, karena menjauhi kemadharatan itu sendiri

merupakan bentuk kemaslahatan.37

Urgensi setiap aspek yang terkandung dalam Maşlaḥah dapat

dibedakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyyah, hajjiyah, dan

36Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 367-368.

37 Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” Al-Mizan : Jurnal
Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 2:1 (2018), hlm. 115-163.
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tahsiniyyah. Dharuriyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat esensial dan

fundamental bagi kehidupan manusia, sehingga keberadaannya menjadi

syarat mutlak bagi terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik kehidupan dunia

maupun akhirat. Dalam artian, apabila kemaslahatan pada tingkat

dharuriyyah ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia akan mengalami

kerusakan yang sangat serius bahkan dapat berujung pada kepunahan.

Tingkatan kedua adalah hajjiyah, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan

segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar dapat hidup dengan

bahagia dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat, serta terhindar dari

berbagai bentuk kesulitan dan kesengsaraan. Adapun tingkatan terakhir

adalah tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan

hidup yang bersifat komplementer atau sekunder, yang berfungsi untuk

menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia. Apabila aspek

tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka akan timbul kekurangsempurnaan

dalam kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kesengsaraan

apalagi menyebabkan kepunahan.38

4. Teori Hukum Gustacv

Pengalaman Gustav Randbruch (1878-1949) selama dan pasca perang

dunia II menjadi awal perubahan pandangannya mengenai hukum. Ia melihat

bagaimana rezim Nazi memanfaatkan hukum positif untuk membenarkan

Tindakan kejam, meskipun hukum tersebut sangat tidak adil. Di awal

38 Hamka Haq, Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kit2007ab Al-
Muwafaqat" (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 103.
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kariernya, Radbruch menganut positivisme hukum yang menekankan pada

kepastian hukum, namun setelah perang ia mengubah pandangannya dengan

menyatakan bahwa hukumyang secara moral tidak adil dapat di anggap tidak

sah.

Pemikiran hukum modern yang diusulkan oleh Gustav Radbruch

berupaya mengintegrasikan tiga pandangan klasik (filsafat, norma dan

empiris) menjadi satu pendekatan dimana setiap pendekatan dianggap sebagai

elemen utama, metode hukum yang dikenal sebagai teoriGustav yang dikenal

dengan tiga nilai dasar hukum, yang mencakup :Keadilan (Filsafat),

Kepastian Hukum (Juridis), dan Manfaat(Sosiologi).39

Salah satu peninggalan dari Gustav Radbruch dalam ilmu filsafat

hukum ini ialah Formula Radbruch yang sangat berpengaruh dikalangan

akademisi hukum dan juga hakim, terutama dalamberdebatan tentang hukum

yang tidak adil dan pengaruh moralitas dalam keabsahan hukum. Pandangan-

pandangan Gustav menjadi dasar bagi dasar hukum di Jerman pasca-Perang

Dunia II, terutama dalammengadili kasus-kasus yang terkait dengan

kejahatan Nazi.40

Ajaran Gustav tentang tujuan hukum mengandung 3 (tiga) unsuryaitu

keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dimana menurut Gustav hukum

yang baik adalah hukum yang mengandung tiga unsur tersebut. Maka hukum

39 M. Muslih. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch
(Tiga Nilai Dasar Hukum). Legalitas, Vol. 4:1 (2013), hlm. 130-152

40 Muhammad Wangsit Supriyadi, Dkk,. Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental
Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum. Quantum Juris:Jurnal Hukum
Modern, Vol. 7:1 (2025), hlm. 495-513
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yang baik adalah seperangkat aturan yang mencakup keadilan dan secara

operasional memberikan kepastia hukum agar dapat diterapkan sehingga

peraturan-peraturan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat. 41

Keadilan menurut Gustav merupakan aspek yang paling fundamental

dalam hukum yang harus diperhatikan. Ia memandang keadilan sebagai nilai

absolut yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan hukum.

Ini mencakup keadilan formal dan substantif. Meskipun kepastian hukum itu

penting namun keadilan tetap harus menjadi prioritas utama dalam penegakan

hukum.42

Kepastian Hukum, Gustav memandang pentingnya kepastian hukum

dalam menjada ketertiban sosial dan memastikan penegakan hukum yang

konsisten. Dalam kata lain kepastian hukum ini merupakan jaminan bahwa

hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat.

Kepastian hukum ini merujuk pada prinsip bahwa hukum harus jelas,

konsisten dan dapat di prediksi Dengan kepastian hukum ini dapat menjaga

ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat namun menurut Gustav juga

mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan

41 Syafrida & Ralang Hartati. Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian
Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch). Jurnal
Hukum Replik, Vol 7:1 (2019) hlm. 38-54

42 Muhammad Wangsit Supriyadi, Dkk,. Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental
Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum. Quantum Juris:Jurnal Hukum
Modern, Vol. 7:1 (2025), hlm. 495-513
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dimana hukum yang sangat tidak adil tetap harus ditentang. Yang pada

akhirnya hukum itu harus memberikan kebaikan terbesar bagi masyarakat.43

Dengan demikian, pemikiran Gustav Radbruch mengenai keadilan,

kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi relevan dalam menganalisis

pengaturan reklamasi dan pascatambang batubara dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi tersebut tidak hanya harus memberikan

kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan melalui aturan yang jelas

dan mengikat, tetapi juga wajib menjamin keadilan bagi masyarakat serta

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang terdampak aktivitas tambang.

Selain itu, aspek kemanfaatan hukum tercermin dari tujuan reklamasi dan

pascatambang untuk memulihkan fungsi lingkungan, mencegah kerusakan

ekologis, serta menciptakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research),

yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan dan analisis terhadap

berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku hukum,

tesis, disertasi, jurnal ilmiah, artikel, serta bahan pustaka lain yang relevan

dengan objek kajian. Melalui penelitian kepustakaan, data penelitian

diperoleh dari literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan

permasalahan yang diteliti. Dalam bidang hukum, jenis penelitian ini dikenal

43 Muhammad Wangsit Supriyadi, Dkk,. Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental
Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum. Quantum Juris:Jurnal Hukum
Modern, Vol. 7:1 (2025), hlm. 495-513
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sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada

kajian terhadap norma-norma hukum dengan menitikberatkan analisis pada

bahan primer dan bahan sekunder sebagai sumber utama penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan

untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur

reklamasi pascatambang batubara dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun

2025, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip Sadd Al- Żarī‘ah,

Fath Al- Żarī‘ah dan Maşlaḥah. Sifat deskriptif digunakan untuk

memaparkan pengaturan normatif mengenai kewajiban reklamasi dan

pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan sifat analitis digunakan untuk

mengkaji secara kritis apakah pengaturan tersebut telah mencerminkan upaya

pencegahan kerusakan dan perwujudan kemaslahatan sebagaimana

dikehendaki dalam perspektif hukum Islam..44

3. Pendekatan Penelitian

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah yaitu

yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai

norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap isi, struktur, dan sistematika

undang-undang yang berlaku guna menilai kesesuaian norma, asas-asas

hukum yang terkandung di dalamnya, serta sinkronisasi antara satu peraturan

44 Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 80-
86.
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dengan peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional. Untuk memperdalam

analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan

(statute approach) yang menelaah ketentuan hukum secara tekstual dan

pendekatan konseptual (conceptual approach) yang merujuk pada doktrin

serta pendapat para ahli hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang komprehensif mengenai substansi, tujuan, dan implikasi

yuridis dari undang-undang yang dikaji.45

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian yang akan dimanfaatkan yakni terbagi menjadi

2 yaitu, data primer dan sekunder. Sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum

utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar analisis dalam

penelitian ini. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara,

khususnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

dengan reklamasi dan pascatambang.

b. Data Sekunder

45 Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 123-130.
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Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum

sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah, jurnal hukum,

artikel, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan

dengan hukum pertambangan, hukum lingkungan, dan hukum Islam,

khususnya yang membahas prinsip Sadd Al- Żarī‘ah, Fath Al- Żarī‘ah

serta Maşlaḥah dalam pengelolaan sumber daya alam.46

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi

kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelusuri,

mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan

permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan

perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel, serta hasil

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaturan reklamasi

pascatambang batubara dan prinsip Sadd Al- Żarī‘ah , Fath Al- Żarī‘ah serta

Maşlaḥah. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dicatat,

diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis guna mendukung proses

analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.47

6. Teknik Analisis Data

46 Sugiyono, Metode. Peneliti Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 140-45.

47 Sri Mamudji Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 62-65.
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Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif,

dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum yang

telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan, menguraikan, dan

menghubungkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur reklamasi

pascatambang batubara dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 dengan

prinsip Sadd Al- Żarī‘ah, Fath Al- Żarī‘ah dan Maşlaḥah dalam perspektif

hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pengaturan

hukum tersebut dalam mencegah potensi kerusakan lingkungan serta

mewujudkan kemaslahatan. Hasil analisis kemudian disajikan secara

sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk menjawab rumusan masalah

penelitian..

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti telah mengorganisir pembahasannya ledalam

lima bab yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman

pembaca terhadap isi tesis, dan berikut penjelasan singkat setiap bab:

Bab pertama membahas dasar dan arah penelitian. Pembahasan diawali

dengan latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya pengaturan

reklamasi pascatambang batubara serta relevansinya dengan prinsip Sadd Al-

Żarī‘ah dan Fath Al- Żarī‘ah. Selanjutnya dirumuskan rumusan masalah sebagai

fokus kajian, diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Bab ini juga

menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan sifat penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Pada bagian
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akhir disajikan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum alur

penulisan skripsi.

Bab kedua landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam

penelitian. Pembahasan meliputi konsep pertambangan batubara dan reklamasi

pascatambang, prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, serta teori Sadd Al-

Żarī‘ah, Fath Al- Żarī‘ah dan Maşlaḥah dalam hukum Islam. Selain itu, bab ini

juga memuat kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan untuk

menunjukkan posisi penelitian dan membedakannya dari penelitian sebelumnya

Bab ketiga menguraikan secara deskriptif permasalahan ketentuan hukum

yang mengatur reklamasi dan pascatambang batubara dalam Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2025 beserta peraturan terkait. Pembahasan difokuskan pada

Sejarah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 serta permasalahan yang ada

didalamnya.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis kritis

terhadap pengaturan reklamasi pascatambang batubara dalam undang-undang.

Ketentuan hukum yang ada dianalisis menggunakan prinsip Sadd Al- Żarī‘ah

untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu mencegah potensi kerusakan

dan kemudaratan, serta prinsip Fath Al- Żarī‘ah dan Maşlaḥah untuk menilai

peluang pengaturan tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat

dan lingkungan hidup. Serta penulis akan menjabarkan formula regulasi ideal

terhadap pengaturan reklamasi dan pascatambang
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Bab kelima berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil

pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan

masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pembuat

kebijakan, pelaku usaha pertambangan, dan peneliti selanjutnya, khususnya terkait

penguatan pengaturan reklamasi pascatambang batubara agar lebih sejalan dengan

prinsip perlindungan lingkungan dan nilai-nilai hukum Islam
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan reklamasi dan pascatambang dalam Undang-undang Nomor 3

Tahun 2020 masih menyisakan kelemahan normatif yang berpotensi melemahkan

perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Penggunaan frasa

“reklamasi dan/atau pascatambang”, belum tegasnya standar teknis penutupan

lubang tambang (void), ketiadaan indikator keberhasilan reklamasi yang tegas.

Dari perspektif Sadd al-Żarī‘ah, kondisi ini menandakan bahwa regulasi

belum sepenuhnya berfungsi preventif dalam menutup potensi mafsadah, terutama

yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, harta, dan lingkungan. Sementara itu,

dalam kerangka Fath al-Żarī‘ah, regulasi seharusnya tidak hanya mencegah

kerusakan, tetapi juga secara aktif membuka jalan bagi terwujudnya kemaslahatan

berkelanjutan melalui pemulihan lahan yang produktif, penguatan fungsi sosial-

ekonomi, dan kepastian tanggung jawab perusahaan. Oleh karena itu, reformulasi

norma yang lebih tegas, integratif, dan berorientasi pada perlindungan ekologis

menjadi kebutuhan mendesak agar tata kelola pertambangan selaras dengan

prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dan pembangunan berkelanjutan
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B. Saran

1. Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan

yang perlu diakui. Pertama, kajian ini bersifat normatif dengan

pendekatan konseptual terhadap prinsip Sadd al-Żarī‘ah dan Fath al-

Żarī‘ah, sehingga belum sepenuhnya didukung oleh data empiris

mengenai implementasi reklamasi dan pascatambang di lapangan. Kedua,

analisis difokuskan pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2025 dan perubahannya, tanpa membandingkan secara

komprehensif dengan praktik di negara lain atau standar internasional,

sehingga perspektif komparatif masih terbatas. Ketiga, penelitian ini

belum mengkaji secara mendalam efektivitas pengawasan dan penegakan

hukum dalam praktik, sehingga kesenjangan antara norma dan

implementasi belum tergambarkan secara utuh

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengisi beberapa celah yang

belum terjawab dalam penelitian ini. Pertama, perlu dilakukan penelitian

empiris terhadap implementasi reklamasi dan pascatambang di berbagai

wilayah pertambangan guna menilai efektivitas regulasi secara nyata.

Kedua, penelitian komparatif dengan negara lain atau standar

internasional diperlukan untuk memperkaya model regulasi yang lebih

progresif dan adaptif. Ketiga, kajian lanjutan dapat difokuskan pada

integrasi prinsip Sadd al-Żarī‘ah dan Fath al-Żarī‘ah dalam perumusan

standar teknis pertambangan yang operasional dan terukur. Keempat,



124

penelitian kuantitatif mengenai dampak lingkungan dan sosial dari

kegagalan reklamasi, termasuk risiko lubang tambang (void), menjadi

penting untuk memperkuat argumentasi kebijakan berbasis data. Kelima,

terdapat peluang penelitian pada aspek tata kelola pengawasan dan

akuntabilitas jaminan reklamasi yang hingga kini masih menjadi titik

lemah dalam implementasi regulasi.

3. Pemerintah dapat segera melakukan penguatan substansi regulasi dengan

merumuskan norma yang lebih tegas, rinci, dan tidak multitafsir,

khususnya dengan menghapus frasa “dan/atau” dalam kewajiban

reklamasi dan pascatambang agar keduanya bersifat wajib secara

simultan. Selain itu, regulator perlu menyusun standar teknis yang

mengikat di tingkat undang-undang terkait penutupan lubang tambang,

stabilitas lahan, pengelolaan air, serta indikator keberhasilan reklamasi

yang terukur. Penguatan juga perlu dilakukan pada mekanisme jaminan

reklamasi dan pascatambang melalui peningkatan transparansi,

akuntabilitas, serta pengawasan yang konsisten. Di sisi lain, diperlukan

harmonisasi antara kebijakan ekonomi dan perlindungan lingkungan agar

tidak terjadi kompromi yang melemahkan prinsip kehati-hatian, sehingga

regulasi benar-benar mencerminkan pendekatan preventif dan

berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang

4. Perusahaan pertambangan disarankan untuk tidak hanya berorientasi

pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menginternalisasi

prinsip pencegahan dan kemaslahatan dalam seluruh proses operasional.
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Perusahaan perlu melaksanakan reklamasi secara progresif sejak tahap

produksi dan memastikan pascatambang dilakukan sebagai kelanjutan

yang terintegrasi, bukan sebagai kewajiban terpisah. Selain itu,

perusahaan harus menerapkan standar teknis yang ketat dalam penutupan

lubang tambang guna menjamin keselamatan masyarakat dan mencegah

risiko jangka panjang. Dalam jangka menengah, perusahaan perlu

memperkuat sistem pengawasan internal, audit lingkungan berkala, serta

pengelolaan jaminan reklamasi secara transparan. Lebih jauh, penting

bagi perusahaan untuk membangun budaya operasional berbasis

tanggung jawab lingkungan dan sosial, sehingga kegiatan pertambangan

tidak hanya meminimalkan kerusakan, tetapi juga mampu memberikan

manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem.
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